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I KESELUARASAN RPIMD (MISI KENS) DANFRENSTRA BPKAD

. RPJIVD ¢

Misi 5 iMenghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik

yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasio -y
v
Tujuani Mengopti mal i sasi Refor masi Birokrasi Mel alui Pelningkatah Kepuasan M,
Layangn de_ln Kapasi't as. Ma_naj emen Pemerintahan| hingga kie Desabo
Indlkati)r Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi (RB) - H:)\]VI D
v
Sasaran : Meningkatnya Manajemen pemerintahan yang Handal
Indikator Sasaran : Opini BPK —
RENSTRA BPKAD
Tujuan: A Me ni n g kkadlitasaRengelolaan keuangan Daerah fi . .
Indikator Tujuan : Opini BPK
- Sasaran Utama ke-2 - RENSTRA
Sasaran Utama ke-1 oMeningkatnya kualitas _Perencanaan dan Pelaksanaan BPPKAD
\ . . Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang
oMeningkatnya  Manajemen Internal Sait el
Perangkat Daerah 0 Indikator: 1. Prosentase Akurasi Perencanaan APBD, Prosentase
Indikator: Nilai SAKIP BPKAD deviasi Penyerapan Keuangan sesuai target, Persentase __J

Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP
2. Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset.
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Tujuan RPJMD Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas ManajernaaiPémggda ke Des

Indikator Tujuan Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Sasara RPIJMD

Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal
Indikator Sasaran Opini BPK

Tujuan BPKAD

Meningkatkan kualitas Pengelolaan keuangan Daerah

Indikator Tujuan Opini BPK
IndikatoRasaran Prosentase Akurasi penganggaran Prosentase deviasi penyerapan Prosentase Penyampaian LKPD tepat Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap
APBD keuangan sesuai target waktu dan sesuai SAP total Aset

Daerah

ProgranBPKAD
Prosentase laporan barang milik daerah yang
IndikatoProgram Prosentase Pelaksanaan Prosentase Pelaksar)an Pelayanan Prosentase ketepatan laporan keuangan dislisiniseeataiteribiadminlstiasisEisii
Penganggaran APBD yang tepat wak  Penatausahaan Sesuai Standart Daerah OPD Hukum.

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan

. Koordinasi dan Penyusunan Koordinasi dan Pengelolaan P lol B Milik D h
KedgiataBPKAD engelolaan barang il aera
g Rencana Anggaran Daerah Perbendaharaan Daerah Pelaporan Keuangan Daerah
et et jumlah dokumen perencanaan jumlah dokumen laporan BUD yang jumlah dokumen laporan keuangan Jumlah dokumen laporan barang milik
ndikatoKegiatan keuangan yang disusun B daerah yang disusun daerah yang di susun
Sub Kegiatan . Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan
Koordinasi, Penyusunan dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah
Verifikasi RKSKPD Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala
Indikator Sub Kegiatan Keuangan Bukan Bank Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen RKA dan RKA . : Jumlah Dokumen kartu inventaris barang audited,
Perubah | d Jumlah OPD yang di tertibkan SP2D jumlah dokumen kartu inventarisasi barang
SRR E M RS E R e secara tepat waktu Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH unaudited, jumlah label barang, jumiah OPD yang
dokumen RAPBD tentang pertanggung jawaban pelaksanaan dilakukan inventarisasi BMD

APBD kabupaten
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Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Kepala ‘
Daerah

Indikator:
1. Prosentase Akurasi penganggaran APBD
2. Prosentase deviasi penyerapan keuangan sesuai target
3. Prosentase Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP
4. Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset
Kepala Terwujudnya Koordinasi dan Penyusunan Terwujudnya Koordinasi dan Pengelolaan TerwujudnyaKoordinasi dan Pelaksanaan Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik
) p Rencana Anggaran Daerah Perbendaharaan Daerah Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Daerah
Bidang
INDIKATOR : _ INDIKATOR : INDIKATOR :
jumlah dokumen perencanaan keuangan yang ‘umlah dokumeanglKng:: BUD il afu jumlah dokumen laporan keuangan daerah Jumlah dokumen laporan barang milik daerah
disusun J P yang yang disusun yang disusun
TerwujudnyaKoordinasi, Penyusunan dan J Shwuiudnyakoordinasi, Pelaksanaan Keriasama d3 DT em#lidn{ i K?aorc:inaSi T Pent))/usupn alnkRancang:g;;rgwr )
y : f aerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan rovin . . : o
Kepala Verifikasi RKASKPD PERTETENE U] Mo Ve e o dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaral Terwuludnya Inventarisasi Barang Milik Daerah
SekS| Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
INDIKATOR :
INDIKATOR : INDIKATOR : INDIKATOR Jumlah Dokumen kartu inventaris barang audited,
Jumlah dokumen RKA dan RKA Perubahan Jumlah OPD yang di tertibkan SP2D secara Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang jumlah dokumen kartu inventarisasi barang unaudited,
yang selaras dengan dokumenAPBD tepat waktu pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten jumlah label barang, jumlah OPD yang dilakukan
inventarisasi BMD
. . . . . Terlaksanya Rekonsiliasi Laporan Peraturan Daerah i ini i
Terlaksanya Penelitian dan Verifikasi RKA Terlaksananya pelayanan pencairan belanja Pertanggungjawaban Keuangan APBD Akhir Tahun dan Tersedianya Kelengkapan Administrasi dan
APBD dan Perubahan APBD SKPD terlaksananya rekonsiliasi laporan peraturan Bupati Pelaksanaan Kegiatan d_a_lam kegiatan Inventarisasi
S f Pertanggungjawaban Keuangan APBD akhir tahun Barang Milik Daerah
ta
INDIKATOR : INDIKATOR :
INDIKATOR : Jumlah Laporan hasil Rekonsiliasi Laporan Peraturan Daerah Jumlah laporan hasil konsolidasi Laporan BMD

Jumlah Dokumen Penerbitan SP2D

Pertanggungjawaban Keuangan APBD Akhir Tahun dan
terlaksananya rekonsiliasi laporan peraturan Bupati
Pertanggungjawaban Keuangan APBD akhir tahun

berdasarkan hasil rekon tiap Semester dan
Tahunan



